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Keywords: sources. Advances in digital technology bring significant opportunities in leadership by
Digital Transformation enhancing more effective communication, supporting transparency, and facilitating
Leadership accurate, data-based decision making. These opportunities include accelerating
National communication in leadership, increasing transparency in government, and utilizing data
News for more informed decision making. On the other hand, the application of digital

technology in government also faces various challenges, such as cyber security, digital
access gaps between regions, as well as ethical and data privacy issues that need to be
addressed to ensure the transformation is effective and inclusive. Digital technology has
a significant impact on national leadership by creating opportunities such as accelerated
communications, increased transparency, and data-based decision making, but also faces
serious challenges such as digital access gaps, cybersecurity, and data privacy that require
attention and a holistic approach.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh teknologi digital terhadap kepemimpinan
nasional dengan mengidentifikasi peluang, menganalisis tantangan, serta memberikan
rekomendasi bagi pemangku kebijakan dalam menghadapi perubahan yang dipicu oleh
transformasi digital. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi
literatur untuk menganalisis dampak teknologi digital terhadap kepemimpinan. nasional
berdasarkan sumber-sumber yang kredibel dan relevan. Kemajuan teknologi digital membawa
peluang signifikan dalam kepemimpinan dengan meningkatkan komunikasi yang lebih efektif,
mendukung transparansi, dan memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data yang akurat.
Peluang ini meliputi percepatan komunikasi dalam kepemimpinan, peningkatan transparansi
dalam pemerintahan, serta pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Di
sisi lain, penerapan teknologi digital dalam pemerintahan juga menghadapi berbagai tantangan,
seperti keamanan siber, kesenjangan akses digital antarwilayah, serta persoalan etika dan privasi
data yang perlu ditangani untuk memastikan transformasi berjalan efektif dan inklusif.
Teknologi digital memiliki dampak signifikan terhadap kepemimpinan nasional dengan
menciptakan peluang seperti percepatan komunikasi, peningkatan transparansi, dan
pengambilan keputusan berbasis data namun juga menghadapi tantangan serius seperti
kesenjangan akses digital, keamanan siber, dan privasi data yang memerlukan perhatian dan
pendekatan holistik.

Kata kunci: Transformasi Digital, Kepemimpinan, Nasional, Berita
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PENDAHULUAN

Transformasi digital adalah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam era
globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini. Implementasi transformasi digital dapat
meningkatkan efisiensi kinerja, pendapatan, dan mengubah budaya organisasi menjadi
lebih baik (Barus, E., et al., 2024). Namun, proses transformasi digital rumit, sulit, dan
berisiko tinggi. Perubahan ini ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital dalam
berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkungan sosial, ekonomi, pendidikan,
pemerintahan, maupun kepemimpinan. Perubahan ini mempengaruhi cara individu dan
organisasi berinteraksi, berinovasi, serta mengambil keputusan (Ferdino, M. F., et al., 2025).
Di tingkat nasional, transformasi digital memiliki peran strategis dalam mendorong
penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap
dinamika kebutuhan masyarakat (Oktaviani, dkk., 2023).

Kepemimpinan memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan
transformasi digital. Pemimpin yang memiliki kemampuan dalam memimpin dan
memafaatkan teknologi disebut pemimpin digital (Tulungen et al., 2022). Dalam era
perkembangan teknologi informasi, kecerdasan buatan dan penggunaan data besar
dalam sektor pemerintah akan membantu dalam meningkatkan pelayanan dan
mempercepat pekerjaan. Teknologi digital memiliki signifikansi yang besar dalam
kepemimpinan nasional karena memungkinkan pemimpin untuk lebih mudah
mengakses informasi, berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung, serta
melakukan pengambilan keputusan berdasarkan data dan analisis yang cepat dan akurat
(Damayanti, S., et al., 2024). Di sisi lain, teknologi juga memaksa pemimpin untuk
beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan menghadapi berbagai tantangan, seperti
kesenjangan digital, disrupsi informasi, serta ancaman keamanan siber. Oleh karena itu,
pemahaman terhadap peluang dan hambatan yang ditawarkan oleh teknologi digital
menjadi krusial dalam membangun kepemimpinan yang efektif dan berkelanjutan
(Tulungen et al., 2022).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana teknologi digital
memengaruhi kepemimpinan nasional dengan melihat peluang dan tantangan yang ada.
Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi peluang yang ditawarkan
teknologi digital dalam mendukung kepemimpinan nasional yang inovatif dan inklusif,
menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi pemimpin nasional dalam
mengintegrasikan teknologi digital dalam praktik kepemimpinan mereka, serta
memberikan wawasan dan rekomendasi kepada pemangku kepemimpinan dan
pembuat kebijakan dalam menghadapi perubahan yang dipicu oleh transformasi digital.

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan
memanfaatkan dan menganalisis teori-teori yang sudah ada serta mencari dasar teori
yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Pendekatan deskriptif kualitatif ini
melibatkan analisis dan pemaparan data yang diperoleh dari lapangan (Nurrisa, F., &
Hermina, D., 2025).

Penelitian ini dilakukan melalui metode studi literatur atau kajian pustaka, yaitu
proses sistematis di mana peneliti mencari, membaca, dan mengevaluasi berbagai
publikasi ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Penggunaan metode ini
bertujuan untuk memberikan gambaran yang terstruktur tentang fakta dan fenomena
yang dikaji berdasarkan sumber-sumber yang kredibel (Ramdhan, M., 2021).

Data untuk artikel ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk artikel akademik,
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laporan resmi pemerintah, dan publikasi organisasi internasional. Hal ini dilakukan
untuk menyajikan gambaran yang menyeluruh mengenai dampak teknologi digital
terhadap kepemimpinan nasional (Cahyarini, F. D., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Peluang Teknologi Digital dalam Kepemimpinan
Kemajuan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam berbagai
aspek kehidupan, termasuk kepemimpinan nasional. Teknologi ini membuka peluang
yang luas untuk menciptakan komunikasi yang lebih efektif, transparansi yang lebih
tinggi, serta pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat (Sari, R. M., 2024).
Berikut adalah elaborasi mengenai berbagai peluang tersebut.
Berikut adalah elaborasi mengenai berbagai peluang tersebut.
1) Akselerasi Komunikasi dalam Kepemimpinan

Teknologi digital telah mengubah cara para pemimpin berkomunikasi dengan
publik secara signifikan (Sofiyanto, M., et al., 2024). Salah satu aspek terpenting
dari perubahan ini adalah percepatan komunikasi, yang memungkinkan
interaksi yang lebih cepat dan lebih efektif antara pemimpin dan warga negara.
Dengan menggunakan platform digital seperti media sosial, para pemimpin
dapat menjangkau masyarakat secara langsung dan real time serta menciptakan
ruang interaktif yang mendorong dialog. Penelitian dalam Jurnal Komunikasi
Digital menunjukkan bahwa platform digital tidak hanya mempercepat
penyebaran informasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan menciptakan
ruang dialog interaktif yang lebih kaya (Nugroho, 2022).

Sebuah kutipan menegaskan bahwa: "Digital platforms have transformed
leadership communication, creating unprecedented accessibility and transparency
(Nugroho,2022)." Pernyataan ini mencerminkan bagaimana teknologi digital
telah mengubah paradigma komunikasi di bidang kepemimpinan. Di masa lalu,
komunikasi antara para pemimpin dan publik sering kali bersifat satu arah, dengan
informasi yang dibagikan tanpa umpan balik yang tepat waktu (Priyono, B., &
Rizki, M., 2025). Namun, berkat teknologi digital, para pemimpin kini dapat
mendengarkan suara publik dan
merespons dengan lebih cepat, menciptakan hubungan yang lebih dekat dan
lebih akuntabel.

Percepatan komunikasi ini tercermin dalam penggunaan akun media sosial
resmi oleh para pejabat pemerintah (Goeritman, H. I. N., 2021). Sebagai contoh,
akun Twitter presiden dan akun Instagram kementerian telah menjadi saluran
penting untuk mengkomunikasikan informasi, kebijakan, dan program-program
pemerintah terbaru. Melalui platform- platform ini, masyarakat dapat dengan
mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan dan juga dapat
memberikan umpan balik langsung atau mengajukan pertanyaan (Tabrani, M., et
al, 2023). Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga
membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Selain itu, terdapat aplikasi pengaduan masyarakat seperti LAPOR MAS
WAPRES! juga merupakan contoh konkret dari percepatan komunikasi di
Indonesia. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan masalah
atau keluhan secara langsung kepada pemerintah (Tabrani, M., et al., 2023).
Melalui sistem ini, masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan
respon karena laporan yang diterima dapat diproses dengan cepat oleh pihak
berwenang. Hal ini menciptakan rasa keterlibatan dan kepemilikan di antara

Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah: https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/kp 816




Menerapkan Konseling Islami Yang Kuat Melalui Implementasi Rukun Iman

warga negara yang merasa bahwa suara mereka didengar dan diperhatikan
(Nasoha, A. M. M., et al.,2025).

Saluran informasi digital pemerintah, seperti: Portal resmi pemerintah,
misalnya, juga memainkan peran penting dalam mempercepat komunikasi.
Portal-portal ini menyediakan informasi terkini tentang berbagai topik mulai dari
kebijakan hingga program pemerintah (Dayanti, S., et al., 2018). Melalui portal-
portal ini, warga negara dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka
butuhkan tanpa melalui proses yang rumit (Tarifu, L., & Pertiwi, N. E., 2022). Hal
ini tidak hanya meningkatkan efektivitas komunikasi, tetapi juga memastikan
bahwa masyarakat tetap mengikuti perkembangan di sekitar mereka.

Teknologi ini memudahkan masyarakat untuk menyampaikan keinginan
mereka, sementara para pejabat dapat merespons dengan cepat dan efisien
(Andry, A, & Sawir, M.,2024). Percepatan komunikasi ini tidak hanya
menguntungkan para pengambil keputusan dalam bentuk pengambilan
keputusan yang lebih baik, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk
berpartisipasi secara aktif dalam proses pemerintahan (Harahap, A. F. R, &
Harahap, A. M., 2023). Oleh karena itu, teknologi digital tidak hanya berfungsi
sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai jembatan antara politisi dan warga
negara untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.
Secara keseluruhan, percepatan komunikasi melalui teknologi digital merupakan
kemajuan penting dalam kepemimpinan (Cahyarini, F. D., 2021). Dengan
menggunakan platform digital, para pemimpin dapat membangun hubungan
yang lebih dekat dengan masyarakat, meningkatkan transparansi, dan
menciptakan ruang yang lebih inklusif untuk berdialog. Ini merupakan
langkah penting menuju tata kelola.

2) Transparansi dalam Pemerintahan

Salah satu mekanisme terpenting adalah sistem pelaporan daring. Sistem
ini memungkinkan masyarakat melaporkan masalah atau keluhan langsung
kepada pemerintah tanpa prosedur yang rumit. Melalui platform pelaporan
daring, masyarakat dapat dengan cepat melaporkan berbagai permasalahan,
baik terkait layanan publik yang buruk maupun masalah infrastruktur (Isma, Y.
S., et al., 2025). Hal ini tidak hanya mempercepat proses penyelesaian masalah,
tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif
dalam pengawasan pemerintah. Akibatnya, warga merasa lebih terlibat dan
merasa memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan yang
memengaruhi kehidupan mereka (Damanik, N., 2023).

Selain itu, portal data pemerintah terbuka, seperti Portal Satu Data
Indonesia, merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi
(Saepudin, E. A., et al, 2025). Portal-portal ini memberikan akses kepada
masyarakat terhadap data pemerintah yang relevan, baik itu data anggaran,
statistik sosial, maupun informasi tentang proyek-proyek pemerintah. Akses ini
memungkinkan masyarakat untuk secara langsung memantau dan
mengevaluasi kinerja pemerintah (Santoso, I. A. P., 2025). Portal ini juga
mendorong partisipasi publik dalam pengawasan dan pengambilan keputusan,
karena mereka memiliki informasi yang memadai untuk memberikan masukan
yang konstruktif. "Digital transparency mechanisms reduce corruption and
enhance public trust (Wirtz dan Birkmeyer, 2021)." Pernyataan ini menegaskan
bahwa transparansi yang lebih besar dapat mengurangi peluang terjadinya

Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah: https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/kp 817



Menerapkan Konseling Islami Yang Kuat Melalui Implementasi Rukun Iman

3)

korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Mekanisme pemantauan digital juga memainkan peran penting dalam
meningkatkan transparansi pemerintah (Maisarah, P. A., et al., 2025). Salah satu
contohnya adalah aplikasi e- Budgeting yang digunakan untuk pengelolaan
anggaran kota. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk melihat dan
melacak penggunaan sumber daya anggaran secara real-time. Melalui e-
Budgeting, masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana publik dan
memastikan bahwa sumber daya anggaran dialokasikan secara tepat dan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat (Lathifah, H., et al., 2024). Hal ini tidak hanya
meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga mendorong pengelolaan anggaran yang
lebih bijaksana oleh pemerintah.

Teknologi digital meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah
karena proses kerja menjadi lebih transparan dan mudah dipahami (Tasyah, A.,
et al.,, 2021). Warga merasa memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi
yang relevan dan dapat mengambil peran aktif. Hal ini menghasilkan
hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat, di mana kedua
belah pihak dapat saling berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai
tujuan bersama (Ndraha, M. I. K, et al., 2022).

Namun, untuk mencapai transparansi yang optimal, pemerintah harus
terus berinovasi dan meningkatkan sistem yang sudah ada. Secara khusus,
pemerintah harus memastikan bahwa platform digital yang digunakan mudah
diakses dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat (Isma, Y. S., et al., 2025).
Selain itu, pelatihan dan pembaruan mengenai cara menggunakan sistem ini
harus disediakan secara berkala. Yang tidak kalah penting, pemerintah perlu
mendengarkan masukan dari masyarakat dan melakukan perbaikan yang
diperlukan untuk memperkuat efektivitas mekanisme transparansi yang ada
(Abdillah, B. D., 2024).

Secara keseluruhan, transparansi administrasi yang didukung oleh
teknologi digital adalah langkah penting menuju tata kelola pemerintahan yang
lebih baik (Pratiwi, S. F., et al., 2025). Dengan memanfaatkan teknologi untuk
meningkatkan transparansi, pemerintah tidak hanya dapat memerangi korupsi
tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat yang lebih besar (Aprilla, W., et
al., 2024). Hal ini menjadi dasar yang kokoh untuk menciptakan pemerintahan
yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada masyarakat.

Pengambilan Keputusan Berbasis Data

Pengambilan keputusan berbasis data telah muncul sebagai salah satu
peluang terbesar yang ditawarkan oleh teknologi digital dalam konteks
kepemimpinan modern (Sinurat, B., et al., 2025). Dalam era di mana informasi
tersedia dalam jumlah yang melimpah, pemimpin yang mampu memanfaatkan
data dengan efektif dapat membuat keputusan yang lebih akurat dan efisien
(Prasetya, R. P. D., et al., 2025). Riset yang dilakukan oleh Universitas Indonesia
pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pemimpin yang mengadopsi metode
seperti Big Data Analytics, Predictive Modeling, dan Machine Learning memiliki
keunggulan yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Salah satu
keunggulan utama dari pendekatan ini adalah akurasi prediksi yang tinggi, yang
memungkinkan pemimpin untuk merancang kebijakan yang tepat sasaran dan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Salsabila, T. H., et al., 2024). Dengan
menggunakan data yang relevan dan terkini, pemimpin dapat mengidentifikasi
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tren dan pola yang mungkin tidak terlihat dengan pendekatan tradisional,
sehingga mereka dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap
dinamika yang terjadi di lapangan.

Selain itu, pengambilan keputusan berbasis data juga membantu
meminimalisasi kesalahan subjektif (Salsabila, T. H., et al., 2024). Dalam banyak
kasus, keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau pengalaman pribadi
dapat mengarah pada hasil yang tidak diinginkan. Namun, dengan mengandalkan
analisis data yang objektif, pemimpin dapat mengurangi bias dan memastikan
bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat (Wijiati,
L., et al., 2025). Hal ini sangat penting dalam konteks pemerintahan, di mana
keputusan yang salah dapat berdampak luas pada masyarakat. Efisiensi dalam
pengambilan kebijakan juga menjadi salah satu keuntungan dari pendekatan ini
(Sulistyawati, U. S., 2024). Proses analisis data yang sistematis dan terstruktur
memungkinkan pemimpin untuk membuat keputusan dengan lebih cepat,
sehingga mereka dapat merespons tantangan dan peluang yang muncul dengan
lebih baik.

Contoh implementasi pengambilan keputusan berbasis data dapat dilihat
dalam berbagai sektor. Salah satunya adalah sistem pemantauan COVID-19,
seperti aplikasi Peduli Lindungi di Indonesia. Aplikasi ini tidak hanya
memberikan informasi real-time mengenai penyebaran virus, tetapi juga membantu
pemerintah dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang efektif berdasarkan
data yang terkumpul (Munawar, Z., 2021). Dengan memanfaatkan data dari
aplikasi ini, pemimpin dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk
mengendalikan penyebaran virus dan melindungi kesehatan masyarakat. Selain
itu, perencanaan pembangunan berbasis data di tingkat daerah juga menunjukkan
bagaimana data dapat digunakan untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Idrus, I, et al, 2025). Dengan
menganalisis data demografis, ekonomi, dan sosial, pemerintah daerah dapat
merancang program pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

Manajemen bencana yang terintegrasi juga merupakan contoh lain di mana
pengambilan keputusan berbasis data dapat menyelamatkan nyawa dan
mengurangi kerugian (Tarigan, M. F. A., 2024). Penggunaan sistem early warning
berbasis data cuaca memungkinkan pemerintah untuk memberikan peringatan
dini kepada masyarakat mengenai potensi bencana, seperti banjir atau gempa
bumi. Dengan informasi yang akurat dan tepat waktu, masyarakat dapat
mengambil langkah- langkah pencegahan yang diperlukan, sehingga mengurangi
risiko dan dampak bencana (Sari, M. K., et al., 2025).

Harvard Business Review, "Data-driven decision making represents the
future of national leadership (Tapscott, 2022)." Pernyataan ini menegaskan bahwa
pengambilan keputusan berbasis data bukan hanya sekadar tren, tetapi
merupakan kebutuhan mendesak bagi pemimpin di era digital saat ini. Dengan
memanfaatkan data secara efektif, pemimpin dapat menciptakan kebijakan yang
lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (Sendika, M., & Frinaldi, A.,
2025). Ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga
membangun kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. Dalam konteks ini,
pengambilan keputusan berbasis data menjadi fondasi yang kuat untuk
menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan di masa depan
(Maisarah, P. A., et al., 2025).
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b. Tantangan Implementasi Teknologi Digital di Pemerintahan
Implementasi teknologi digital menjadi kebutuhan mendesak dalam
pemerintahan modern untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan
public (Lathifah, H., et al., 2024). Namun, transformasi ini tidak lepas dari tantangan
besar yang perlu diatasi. Berikut adalah tiga tantangan utama yang dihadapi
pemerintah Indonesia dalam mengadopsi teknologi digital.
1) Keamanan Siber

Keamanan siber telah menjadi salah satu tantangan paling kritis yang dihadapi
oleh pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dalam era digital yang terus
berkembang (Soesanto, E., et al., 2023). Dengan semakin banyaknya layanan publik
yang beralih ke platform digital, risiko serangan siber pun meningkat secara
signifikan. Menurut penelitian yang dilakukan dalam lima tahun terakhir, serangan
siber terhadap infrastruktur pemerintah Indonesia mengalami lonjakan yang
mencolok (Kurnia dan Sari, 2022). Jenis serangan ini bervariasi, mulai dari
ransomware yang dapat mengunci akses ke data penting, pencurian data
sensitif, hingga gangguan pada infrastruktur teknologi informasi yang vital bagi
operasional pemerintahan.

Laporan terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
pada tahun 2023 mencatat lebih dari 1.200 insiden keamanan siber yang
berdampak langsung pada sistem pemerintahan. Insiden-insiden ini tidak hanya
mengancam integritas data, tetapi juga dapat mengganggu layanan publik yang
esensial. Misalnya, serangan ransomware dapat menyebabkan terhentinya
layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi publik, yang pada gilirannya
dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat (Azizah, N., 2024). Selain
itu, pencurian data sensitif, seperti informasi pribadi warga negara, dapat
merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik.

Dalam menghadapi tantangan ini, peningkatan kapasitas keamanan siber
menjadi suatu keharusan (Dinda, A. L. S., 2024). Hal ini memerlukan investasi
yang signifikan dalam berbagai aspek, termasuk teknologi enkripsi yang kuat,
sistem firewall yang canggih, serta pelatihan yang memadai bagi sumber daya
manusia yang terlibat dalam pengelolaan dan perlindungan data (Aska, M. F., et
al., 2024). Tanpa adanya investasi yang tepat, infrastruktur digital yang dibangun
akan rentan terhadap berbagai ancaman yang dapat merugikan.

Regulasi yang mendukung juga sangat penting dalam menciptakan ekosistem
keamanan siber yang efektif (Kristianti, N., & Kurniasi, R. (2024). Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik merupakan salah satu langkah awal yang baik. Namun, implementasi
regulasi ini harus dilakukan dengan lebih efektif dan konsisten. Pemerintah
perlu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, baik di sektor publik
maupun swasta, mematuhi standar keamanan yang ditetapkan (Marhadila, F., et
al., 2024). Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat
juga sangat penting untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya keamanan
siber.

Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pemerintah juga harus menjadi
prioritas. Sumber daya manusia yang terlatih dan memiliki pemahaman yang
baik tentang keamanan siber akan lebih mampu mengidentifikasi dan merespons
ancaman yang muncul (Alviani, C. D., et al., 2024). Program pelatihan yang
berkelanjutan dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan
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pegawai dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang terus berkembang.
Secara keseluruhan, keamanan siber adalah tantangan yang kompleks dan
memerlukan pendekatan yang holistic (Irawan, A., et al., 2024). Dengan investasi
yang tepat, regulasi yang efektif, dan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia, pemerintah dapat membangun sistem keamanan siber yang tangguh.
Hal ini tidak hanya akan melindungi infrastruktur digital, tetapi juga akan
memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam era digital
yang semakin maju (Kristianti, N., & Kurniasi, R., 2024).
2) Kesenjangan Digital

Kesenjangan digital merupakan salah satu hambatan utama dalam upaya
transformasi digital di Indonesia (Maimuna, F. F., et al., 2024). Meskipun negara ini
telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam adopsi teknologi, data dari
Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa hanya 56%
masyarakat Indonesia yang memiliki akses internet (Badan Pusat Statistik, 2022).
Kesenjangan ini sangat mencolok, terutama di wilayah pedesaan, di mana
infrastruktur telekomunikasi masih terbatas. Selain itu, kelompok usia lanjut dan
masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah menjadi kelompok yang paling
terdampak oleh fenomena ini.

Salah satu faktor utama yang memperburuk kesenjangan digital adalah
ketidakmerataan infrastruktur (Aurellia, A., et al., 2025). Di banyak daerah
pedesaan, akses terhadap jaringan internet yang stabil dan cepat masih menjadi
impian. Keterbatasan infrastruktur telekomunikasi membuat masyarakat di
daerah tersebut terisolasi dari informasi dan layanan digital yang semakin penting
dalam kehidupan sehari- hari (Sari, J. A, & Diana, B. A., 2024). Misalnya, di
beberapa desa terpencil, akses internet belum tersedia secara memadai, sehingga
masyarakat tidak dapat memanfaatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan
pemerintahan yang berbasis digital. Biaya internet yang tinggi juga menjadi
penghalang signifikan bagi banyak orang. Meskipun tarif internet telah mengalami
penurunan dalam beberapa tahun terakhir, masih banyak masyarakat yang merasa
kesulitan untuk membayar biaya langganan Hal ini terutama dirasakan oleh
keluarga dengan pendapatan rendah, yang harus memilih antara kebutuhan dasar
dan akses ke teknologi (Daulay, S. B., 2023). Akibatnya, mereka terpaksa tertinggal
dalam era digital yang semakin maju.

Rendahnya literasi digital juga berkontribusi pada kesenjangan ini. Banyak
individu, terutama di kalangan usia lanjut dan mereka yang memiliki pendidikan
rendah, tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan
teknologi secara efektif (Hastini, L. Y., et al., 2020). Tanpa pemahaman yang
memadai tentang cara menggunakan perangkat digital dan mengakses informasi
online, mereka tidak dapat memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan
kualitas hidup mereka. Hal ini menciptakan siklus ketidakberdayaan yang sulit
diputus. Untuk mengatasi kesenjangan digital ini, pemerintah perlu mengambil
langkah- langkah strategis yang komprehensif (Salam, R., et al., 2024). Salah satu
solusi yang dapat diterapkan adalah mempercepat pembangunan infrastruktur
telekomunikasi di daerah tertinggal melalui program-program seperti Palapa
Ring. Program ini bertujuan untuk membangun jaringan serat optik yang
menghubungkan seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil. Dengan
adanya infrastruktur yang memadai, akses internet diharapkan dapat merata,
sehingga semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat teknologi (Caroline
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C., & Aslan, A., 2025).

Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan subsidi biaya internet
untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan memberikan bantuan finansial,
masyarakat yang sebelumnya tidak mampu membayar biaya internet dapat
memperoleh akses yang lebih baik (Purwanto, H., et al., 2022). Ini akan membuka
peluang bagi mereka untuk terlibat dalam ekonomi digital dan memanfaatkan
layanan online yang penting. Program pelatihan literasi digital juga sangat
penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan
teknologi. Melalui pelatihan ini individu akan diajarkan cara menggunakan
perangkat digital, mengakses informasi, dan memanfaatkan berbagai aplikasi
yang dapat membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari (Ikhlas, S., & Suyanta,
S., 2024). Dengan meningkatkan literasi digital, masyarakat akan lebih siap untuk
berpartisipasi dalam transformasi digital dan memanfaatkan peluang yang ada.

Secara keseluruhan, kesenjangan digital adalah tantangan yang kompleks,
tetapi bukan tidak mungkin untuk diatasi. Dengan upaya kolaboratif antara
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat menciptakan
lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan dalam era digital(Ikhlas, S., & Suyanta,
S., 2024). Transformasi digital yang merata akan membawa manfaat bagi seluruh
masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong pertumbuhan
ekonomi yang lebih baik.

Etika dan Privasi Data

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, isu etika dan privasi data
semakin mendominasi diskusi public (Gea, S., et al., 2025). Dalam era big data dan
kecerdasan buatan (artificial intelligence), pengelolaan data pribadi menjadi
sangat krusial. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan
Data Pribadi di Indonesia telah memberikan kerangka hukum yang penting
untuk melindungi privasi masyarakat. Namun, penerapan regulasi ini masih
menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar tujuan perlindungan
data dapat tercapai secara efektif (Muhidin, M., 2025).

Salah satu tantangan utama dalam implementasi undang-undang ini adalah
rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang perlindungan data di kalangan
lembaga pemerintah (Agustini, S., et al., 2024). Penelitian yang telah dilakukan
menunjukkan bahwa hanya 42% lembaga pemerintah di Indonesia yang
memiliki protokol perlindungan data yang komprehensif (Nugroho, 2022). Hal
ini mencerminkan adanya kekurangan dalam pengelolaan data yang dapat
berpotensi menimbulkan risiko kebocoran informasi pribadi. Tanpa adanya
protokol yang jelas dan terstruktur, data masyarakat dapat dengan mudah
disalahgunakan, yang pada akhirnya merugikan individu dan mengurangi
kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Selain itu, survei yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada pada tahun
2022 mengungkapkan bahwa 68% masyarakat merasa khawatir terhadap privasi
data mereka (Universitas Gadjah Mada, 2022). Kekhawatiran ini mencakup
berbagai aspek, mulai dari penggunaan data tanpa izin hingga potensi
penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak ketiga. Transparansi dalam
pengelolaan data dan persetujuan pengguna menjadi isu utama yang sering
diabaikan (Wahono, H. T. T., 2024). Banyak individu tidak menyadari bagaimana
data mereka dikumpulkan, digunakan, dan disimpan, sehingga menciptakan
ketidakpastian dan ketidakpercayaan.
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Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah strategis perlu diambil.
Pertama, peningkatan transparansi dalam penggunaan data sangat penting
(Wahono, H. T. T, 2024). Lembaga pemerintah dan perusahaan swasta harus secara
jelas menginformasikan kepada masyarakat tentang bagaimana data mereka
akan digunakan, serta memberikan opsi bagi pengguna untuk memberikan atau
menarik persetujuan mereka (Sirait, E. R. E., 2016). Dengan cara ini, masyarakat
akan merasa lebih aman dan memiliki kontrol atas informasi pribadi mereka.

Kedua, audit terhadap sistem pengelolaan data perlu dilakukan secara
berkala. Pemerintah harus memastikan bahwa lembaga-lembaga yang
mengelola data pribadi mematuhi standar perlindungan yang telah ditetapkan
dalam undang- undang (Pakina, R., & Solekhan, M., 2024). Audit ini tidak hanya
akan membantu mengidentifikasi potensi risiko, tetapi juga memberikan
rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan. Dengan adanya pengawasan
yang ketat, diharapkan lembaga-lembaga tersebut dapat lebih bertanggung jawab
dalam pengelolaan data.

Ketiga, edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait privasi
data sangat penting. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah perlu
meluncurkan  program-program edukasi yang menjelaskan tentang
perlindungan data pribadi, hak- hak individu, dan cara melindungi informasi
mereka. Dengan meningkatkan literasi digital dan pemahaman tentang privasi
data, masyarakat akan lebih siap untuk menghadapi tantangan di era digital
(Sudira, I. W., 2025). Akhirnya, pemerintah harus memastikan bahwa seluruh
lembaga mematuhi standar perlindungan data yang telah diatur dalam undang-
undang. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran privasi data akan
memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi regulasi (Salsabila,
S., & Wiraguna, S. A., 2025). Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap
pengelolaan data akan meningkat, dan mereka akan lebih terbuka untuk
berpartisipasi dalam ekosistem digital.

Secara keseluruhan, etika dan privasi data adalah isu yang kompleks dan
memerlukan perhatian serius dari semua pihak (Hasanah, U., 2024). Dengan
langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat menciptakan lingkungan digital
yang aman dan terpercaya, di mana hak-hak individu dihormati dan dilindungi.
Transformasi digital yang berkelanjutan harus didasarkan pada prinsip-prinsip
etika yang kuat, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat teknologi tanpa
mengorbankan privasi mereka (Fauziah, N., & Firdaus, R., 2024).

ANALISIS KRITIS

Teknologi digital memberikan dampak besar terhadap kepemimpinan
nasional, menciptakan peluang baru sekaligus tantangan yang kompleks (Setyawan,
E. C, et al,, 2024). Dari sisi positif, teknologi ini mempercepat proses komunikasi,
meningkatkan transparansi pemerintahan, dan memungkinkan pengambilan
keputusan yang lebih akurat berbasis data. Platform digital membuka akses yang
lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mendapatkan
informasi secara cepat, mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih inklusif
(Anam, S., & Syaiful, S., 2024). Namun, tantangan seperti kesenjangan akses digital,
ancaman keamanan siber, dan masalah privasi data menuntut perhatian serius agar
implementasi teknologi ini bisa berjalan secara optimal.

Tantangan terbesar mencakup ketimpangan infrastruktur digital, terutama di
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wilayah pedesaan, yang membatasi akses masyarakat terhadap teknologi. Di
samping itu, serangan siber yang meningkat menunjukkan pentingnya memperkuat
keamanan sistem pemerintahan berbasis digital (Arafat, M., & Wirasto, A. T. E., 2024).
Selain masalah teknis, literasi digital yang rendah dan kurangnya kesadaran tentang
privasi data menjadi kendala yang membutuhkan pendekatan holistik, termasuk
regulasi yang kuat, pendidikan, dan investasi pada teknologi yang lebih baik
(Kennedy, A., et al., 2024).

Penggunaan teknologi digital dalam pengambilan keputusan berbasis data
membuka jalan bagi kebijakan yang lebih responsif dan efektif (Suhairi, S., 2024).
Namun, jika aspek etika dan perlindungan data diabaikan, kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah bisa terancam. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat,
penerapan regulasi yang komprehensif, serta edukasi publik terkait privasi data
sangat penting untuk mendukung transformasi digital yang berkelanjutan (Sidik, B.
P., & Wiraguna, S. A., 2025).

KESIMPULAN

Teknologi digital berpotensi besar untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan
nasional jika diterapkan secara tepat. Pemerintah perlu memastikan transformasi digital
yang merata dengan meningkatkan infrastruktur, mendorong literasi digital, dan
melindungi privasi data masyarakat. Dengan pendekatan yang terpadu, teknologi digital
dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, responsif, dan
berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
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